BAB IV

KONSEPSI PENYATUAN KALENDER HIJRIAH TERHADAP POLA SIKAP

PP. MUHAMMADIYAH

A. Analisis Sikkap PP. Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem

Kalender Hijriah di Indonesia

Penyatuan kalender hijriah di Indonesia nwrkia tahap baru pada
pembangunan pondasi umat berdasarkan pada ilmuetadgn dan
teknologi. Titik temu permasalahan mengerucut papaya terbuka antara
satu sama lain untuk mengkaji kriteria secara kemmgnsif- Optimisme
kalender yang bersatu berada pada harapan sisteanggalan yang praktis
dengan skala menyeluruh bagi komponen masyafdkakok bahasan untuk
menciptakan kesatuan sistem kalender mencakup padaerian gambaran
akan definishilal (redefinisi), kajian tentang keberlakuan rukyatieseatla’
yang seharusnya digunakan serta mengemukanya ikritésab rukyah
Indonesiéa’

Kesulitan pada penampakhihal dari pengamat menjadi inti dinamika

hisab rukyah karena perintah awal Rasulullah menganjutkduk mengawali

! Thomas Djamaluddinienggagas Figih Astronomi Tela’ah Hisab-Rukyat @mcarian Solusi
Perbedaan Hari RayaBandung : Kaki Langit, 2005, Cet. Pertama, him. 62

2 Mohammad llyasSistem Kalender Islam dari Perspektif AstronoKiiala Lumpur : Dewan
Bahasa dan Pustaka, 1997, him. 7.

Rupi’i, “Upaya Penyatuan Kalender Islam di InddaegStudi atas Pemikiran Thomas

Djamaluddin)” (Penelitian Individual), Semarangerhbaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012.
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puasa dan berhari raya dengan perantara meliiat* Perkembangan
masalah tersebut mulai meruncing ketika ant&@b dan rukyah diposisikan
secara tidak proporsional sesuai dengan fungsifi@mas Djamaluddin
menyebutkan permasalahansab rukyah rumit ketika antara keduanya
dipisahkan, pengamalan ilmu falak harus difungsge@eara beriringan, bukan
terdikotomi®

Unifikasi kalender membawa harapan untukgimeagrasikan perbedaan,
bentuk utama dengan memunculkan urgensi penyattterik dalam satu
wadah, karena sumber perbedaan dari penetapan bawal berasal dari
perbedaan kriteridMalaysia telah menyatukan sistem kalender yanigker
di seluruh negeri. Terkait penggunaan metode deiteria Malaysia telah
mengalami penggunaan sistem rukyédab, hisab-rukyah, rukyahsisab dan
imkan ar-rukyahrukyah dalam mencapai kesatuan momentum ibadah

khususnya mengenai awal bulan ramadan dan syaall tersebut mengacu

* Sebagaimana disebutkan bahwa permasalahan inigdipeni oleh adanya pengkotak-kotakan
metode, yang seharusnya dapat difungsikan secamadd@ian serta memiliki posisi masing-masing,
lihat Ahmad IzzuddinFigih Hisab Rukyat Menyatukan NU & MuhammadiyahadalPenentuan Awal
Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adhdakarta : Penerbit Erlangga, 2007, Cet. Pertahma,48.

® Thomas Djamaluddin, “Peran Astronomi Dalam Pergat@enetapan Awal Bulan Qamariyah” ,
makalah pada Sarasehan Mencari Titik Temu Awal &ladementerian Agama Republik Indonesia,
him. 1.

® Thomas Djamaluddinlenggagas ..., op. citym. 80.

” Mohd Zambri Zainuddin & Mohd Syaiful Anwar Mohd Wawi, Asal-usul Kriteria
Imkanurukyah MABIMS di MalaysiaMakalah pada Loka Karya Internasional Penyatualerieer
Hijriyah Sebuah Upaya Pencarian Kritetitlal yang Obyektif llmiah pada tanggal 12 Desember
2012, (Semarang: t.p, 2012), him. 4-8.

8 Rangkaian perkembangan yang terjadi di Malaysiagakmi 4 model sistem yang tertransisi
secara integral, yaitu penggunaan sistem Rukijsfb dimana penggunaan rukyah sebagai basis
sistem kalender dengan hisab sebagai pendukungudai@h yang berlaku sekitar tahun 1930 sampai
1970. Kedua sistentisab-Rukyah yang mendasarkan pada hisab sebagai btemisa udalam
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pada pendapat bahwasanya walaupun rukyah yangufititflardu kifayah
akan tetapi ahlhisab juga harus mengamalkan ilmunya dan berkontribusi
dalam permasalahan penentuan awal bulan.

Kemampuan pemerintah Malaysia dalam mempéaa sistem di
seluruh negeri memerlukan kerelaan setiap golongank berpartisipasi
dalam kesatuan penggunaan sistem kalender seljgga menjauhkan kesan
negatif hanya memihak satu golongan. Penerapanalkalmerpikir yang
dipergunakan terstruktur pada empirisme suatu reetiqoergunakan sebagai
langkah membangun kriteria yang kondusif dari alaaupun pergerakan

benda langit. Penggunaan sistem yang terjadi dayé& merupakan upaya

penyusunan kalender dengan prasyarat apabila danmeldiservasi tidak mengalami kelihatan bulan
maka dapat menggunakan perkiraan dari hasil hitBrelem kedua ini berlaku dari taun 1970 sampai
1977. Ketiga yaitu kembali pada sistem Rukyfizb yang berlaku sementara 1978 sampai 1983 dan
sistem Imkan ar-rukyahRukyah yang mulai berlaku semenjak tahun 1984 yamgyupakan
penyempurnaan sistesiisab-Rukyah yang sebelumnya telah berlaku. Mohd Zardbinuddin &
Mohd Syaiful Anwar Mohd NawawiAsal-usul Kriteria Imkanurukyah MABIMS di Malaysia,
Makalah pada Loka Karya Internasional Penyatuaremtdr Hijriyah Sebuah Upaya Pencarian
Kriteria Hilal yang Obyektif limiah, him. 4 -15.

°® mengenai referensi yang dimaksudkan adalah padh &hlil millah ila isbatil ahillah pada
halaman 99 yang berbunyi

VS (e O et o Lilele (345) 38

“dan telah disepakati oleh semua ulama bahwkgah al-hilil sebagai penentuan
Ramadan merupakdardu kifayah
Dan untuk pendapat kedua adalah diambilldiai Kasifah as-Syajdhalaman 109 yang berbunyi
Aaa (e S5 alin (3 Jomy Of 4o ny (S

“akan tetapi merupakan sebuah kewajiban bagi hislib untuk mengamalkan
iimunya dan begitu juga orang yang membenarkannya”

Kedua sumber rujukan diatas dapat kita palahwasanya Malaysia telah menemukan posisi
yang tepat dalam menyertakaisab dan rukyah sebagai sarana dalam menentukan aveh bu
kalender hijriah, lihat Unit Falak Bahagian Pengidan, Kaedah Penentuan Awal HijratKuala
Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2001, ®strtama, him. 5. Bandingkan dengan
Baharrudin Zainall]lmu Falak, Selangor : Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lum@@4,2Cet.
Kedua, him. 131-132.
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pencarian model yang tepat, tanpa memperhitung&aggsuh golongan yang
mendominasi. Kesatuan penanggalan di Malaysiadiygngaruhi oleh sikap
masing-masing golongan menciptakan keseragaman aderigndasan
kalender hijriah yang terpadf.

Unifikasi di Indonesia mendapati tanggapamnbbda, tidak lepas dari
pedoman maupun komitmen yang telah dibangun oledingrenasing ormas
sebelum upaya unifikasi kalender hijriah dimuncuolkaMetode yang
digunakan dalam penentuan awal bulan, seperti Muatediyah dengahisab
kriteria wujizd al-hilal, NU dengan rukyah serta hasikab batas minimal
dapat terlihatnydilal, Persis yang menggunakaisab dengan kriteriamkan
ar-rukyah dan lainnya® Perbedaan yang terjadi bukanlah merupakan
kebenaran pada satu pihak dan kesalahan di pilmkki@rena perwujudan
perbedaan tersebut memiliki dasar pemikiran yangadalipertanggung
jawabkan serta berimplikasi paigthhad organisasi dalam mendapatkan hasil
interpretasi dariadis rukyah®® Perbedaan yang terjadi pada permasalahan
hisab rukyah, secara luas dapat dimaknai sebagai semangak

memurnikan ajaran Allah dan mendapatkan maknaitedaai teks hukunt?

10 Sebagai yang disinggung oleh Mohammad llyas, bahmg untuk menciptakan kesatuan
tersebut dibutuhkan kesatuan yang memang mengekinierbagai kepentingan. Mohammad llyas,
Sistem ..., op. cjthim. 164.

" Thomas DjamaluddirMenggagas ..., op. citym. 100 - 101.

iz Tono Saksondylengkompromikan Rukyat & Hisalbakarta : Amythas Publicita, 2007, him. 6.

Ibid.
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Kementerian Agama berperan menciptakan kondntara rukyah
dipadukan dengahisab serta hasil hitungan yang dibuktikan kebenaraa dat
dengan hasil rukyat. Integrasi searah antaisab dan rukyah mengharuskan
adanya berbagai komitmen terutama antara Muhamm@aiaddengan NU,
dengan cara mereduksi perbedaan yang bersumbeakiani sosial politik;®
pemahaman dan doktrin agafiafaktor peran ilmu pengetahudnserta

pemahaman yang berbeda menyikagib serta rukyath®

14 Farid Ruskanda et aRukyah dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan &sgah tentang
Penentuan Awal Ramadhan dan Syawakarta : Gema Insani Press, 1994, Cet. Pertdmay8.

15 Disebutkan oleh Susiknan Azhari pada bidang sqmiditik perbedaan yang timbul berakar
pada artikulasi politik yang berbeda, sehingga dangperbedaan pemahaman tersebut
menyumbangkan pengaruh yang sangat signifikan unagyarakat pada terciptanya corak berbedaan
pada masyarakat NU maupun Muhammadiyah. lihat 8asikAzhari, Kalender Islam ke Arah
Integrasi Muhammadiyah-NW,ogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012, Cettdea, him.215-
216.

16 pada faktor ini, hal yang sangat mencolok terlipada tujuan masing-masing organisasi ini
berdiri, dimana Muhammadiyah membangun gerakan pharban di segala lini lihat selengkapnya
pada Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiy&#timpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah
Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2011, pada pegarahal Tarjih, him. 382 - 383, sedangkan
untuk NU lebih memprioritas pada pemeliharaan khakzayang telah muncul pada keberagamaan di
Indonesia tanpa menafikan terjadinya Tajdid atamb@haruan dengan munculnya parajaddid
lihat Djohan effendi,Pembaruan tanpa Membongkar Tradisi Wacana KeagamdiaKalangan
Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dilakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010, Cet.
Pertama, him. 125, yang masing-masingnya memildgamgan argumen dan berkomitmen pada
alquran maupumadis. Dengan sebab perbedaan visi tersebut otomatindairkulasi pemahaman
teks agama maupun doktrin keberagamaan nya menkamcylemahaman yang berbeda. Lihat
Susiknan AzhariKalender ..., op. cithim. 226 - 227.

" Modernisasi iimu pengetahuan dan teknologi terpagiasb rukyah pun membuka celah
perbedaan, sehingga responsi antara MuhammadiyaNUdaidak terlepas pada posisi kaitan agama
dengan sains. Lihat Susiknan Azh#alender ..., op. cithim. 250.

18 Susiknan menyebutkan perbedaan ini mencakup pedempatan masing-masing organisasi
pada posisi maupun peran dalam dinamika awal bulMnhammadiyah memiliki pandangan
bahwasanya hasil datasab menjadi patokan dalam penentuan awal bulan deddaratkan oleh
hasil praktek rukyah. Sedangkan untuk NU sendiripdgangan rukyah menjadi pedoman pada
penentuan awal bulan dengan disokong oleh ka, perbedaan antara kedua organisasi ini terletak
pada prioritas penggunaan metode pada penentuam. ithat Susiknan AzharKalender ..., op. cit.,
him. 254.
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Interpretasi UUD 1945 pada Pasal 29 Ayahafgymenjamin kebebasan
individu untuk menjalankan berbagai kegiatan beakaidengan agama
dikatakan tidak betentangan dengan otoritas petabrimengayomi kegiatan
penyatuan kalender hijriah, karena sangat pentietikk persatuan umat
menciptakan bentuk negara yang sehat, sangat gentaka kebebasan
tersebut diakomodir dalam rentang upaya pemerimtjembatani kebijakan
kapan memulai dan mengakhiri dari ibadah pdasa.

Peran pemerintah dalam penyatuan kalengertglah disebutkan dalam
Fatwa MUI dalam keputusan Musyawarah Nasional Hure1980 mengenai
penetapan awal bulan Ramadan, Syawal atau ‘idui y@ing diserahkan
kepada pemerintahan dengan alasan terbentuknyatyeemsdan persaudaraan
antara umat Islam. selanjutnya mengenai bulan jahlhpemerintah juga
dimandatkan untuk menangani permasalahan dalam lawah, dan tidak
membenarkan mengikutiatla’ negara lairf°

Sidanglsbat®* sebagai forum yang diciptakan untuk mengakomodir

berbagai kelompok dalam masaleisab rukyah diimplementasikan sebagai

19 Farid Ruskanda et aRukyah ..., op. cit.him. 83.

% Hijrah Saputra et. al. (edsffimpunan Fatwa MUI Sejak 1975akarta : Penerbit Erlangga,
2011, Cet. Kelima Belas, him. 138-139. Selain itgg dalam Fatwa MUl nomor 2 tahun 2004
mengenai permasalahan awal Ramadan, Syawal darjaBulielah disebutkan secara lebih rinci
bagaimana pertimbangan yang diberikan sehingga neate dalam permasalahan ini memiliki
kewenangan untuk mengakomodir penyatuan kalengiéahhidi Indonesia, lihat Himpunan Fatwa
MUI, him. 204-207.

21 Sidang penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zuldjag dipimpin oleh Menteri Agama dan
dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat domedia termasuk NU dan Muhammadiyah. Lihat
Susiknan AzhariEnsiklopedi Hisab Rukyalogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, Cet. Kedua, hl

106.
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tempat merundingkan pendapat dalam mempertimbangkdoagai usulan
dan masukan dari berbagai pihak mengenai kapan haerawal bulan
hijriah 2% Sidang ini merupakan kontribusi pemerintah unteedam konflik
serta membangun kesepahaman serta kesel&faBantingnya sidanisbat
ini dinilai dari sarana pemerintah untuk berintsiagada masing-masing
Ormas, dengan tujuan putusan dari sidagt ini mengikat, membangun
kemaslahatan bersama dari gambaran satu momeradiahi3

Tudingan Muhammadiyah merupakan atas peagatyang kurang
maksimal dan netral oleh pemerintah, Pemerintahmi@gerian Agama)
berpegang pada mandat keputusan MUl nomor 2 talQ0¥ Zentang
penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah bekdasdnasil metode
rukyah dan hisab yang belaku secara nasional, dengan rekomendasi
diperlukan adanya kriteria yang menjadi pedomarardapenentuan awal
bulan dengan menyertakan Ormas maupun ahli yakaijt&t

Peranan rukyah dari hasil kajian pemerintabnganggarkan bahwa
rukyah memiliki peran paling besar dimana sebagaeptu dalam keputusan

awal bulan kamariah, baik dari penafsiran besar fgaais maupun analogi

22 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan SgfarDirektorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat IslamEphemeris Hisab Rukyat 201dakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syari’ah Direktorat Jenderal Bimbingansydeakat Islam Kementerian Agama, 2013,
him. 385.

% Dito Alif Pratama, “Penentuan Awal Bulan Qomarigihindonesia (Studi terhadap Keputusan
Menteri Agama RI tentang Penetapan Awal Bulan Rémadlan Syawal Tahun 1998 — 2012 M)”
(Penelitian Mahasiswa), Semarang: Lembaga Pemelitem Pengabdian kepada Masyarakat IAIN
Walisongo, 2013, him. 55.

**|bid., him. 62.

% Hijrah Saputra et. al. (ed$)jmpunan ..., op. cithim. 207.
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penerapan metod®, sehingga tidak disalahkan apabila muncul sentimen
kriteria kalender yang condong kepada satu pihakhavhmadiyah meyakini
untuk membangun sistem kalender yang bersatu la&ruskemiliki kualitas
kepastian kalender yang tetap, sehingga secardisgtkdguhammadiyah
memberikan sikap ketetapan terhadagid al-hilal .’

Nilai kemungkinarhilal untuk terlihat di medan observasi merupakan
metode yang diambil pemerintah dan menjadi peneag#drahisab maupun
rukyah. Titik temu permasalahan di Indonesia rukyhpat diselaraskan
dengan adanya metodasab, serta hisab diverifikasi hasil data dengan
observasi langsung sehingga dalam pemakmhéah terjadi integrasi antara
keduany&® Penerapan kriteria terlihatnya bulan baru dareoke dianalisis
pada penempatan takaran ketingdidal tertentu yang diharapkan agar dapat
mengakomodf® dua bidang (bailtisab maupun rukyah) pada satu kriteria,
ketika hasil hitungan tidak mencukupi hasil empiyang ditetapkarhilal
minimal dapat terlihat maka dengan otomatis akanggenapkan hari atau

melakukanistikmil .3° Konsepimkan ar-rukyah dianggap merupakan solusi

%6 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Isl@adoman teknik Rukyatakarta : Direktorat
Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2009, 1.

%" Muhammadiyah juga mendasarkan ketetapannya pasih Keputusan temu pakar Il untuk
pengkajian perumusan kalender Islam di Rabat, 15Kt6ber 2008 atau 15-16 syawal 1429 yang
lebih memprioritaskan penggunaaisab karena sebagai pemecah problematika dalam pemetapa
bulan kamariah. Lihat Syamsul Anwar, et. &lisab Awal Bulan Kamariah Tinjauan Syar’i tentang
Penetapan Awal Ramadlan, Syawwal dan Dzulhijjbgyakarta : Suara Muhammadiyah, 2012, Cet.
Ketiga, him. 148.

% Thomas Djamaluddinyienggagas..., op. citym. 101.
%9 bid., him.115.
%0 Susiknan AzhariEnsiklopedi ..., op. cithim. 79.
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termudah untuk mempersatukay@hab hisab dengan rukyah yang selama ini
terkesan berseberangdrkadar kemanfaatan setidaknya diharapkan menjadi
jawaban dan solusi yang dapat mencakup keselurpbemasalahamisab
rukyah terutama permasalahan awal bulan kamariah.

Periode integritas antara ormas Islam dotesia diupayakan perbedaan
dapat surut dan permasalahan yang timbul kiad@b rukyah, karena dalam
masalah ini tidak hanya berkutat pada cakupan §jh yang mempengaruhi
kualitas peribadatan, akan tetapi lebih luas lagirpbngaruh pada
permasalahan sosial masyarakat yang mengharapksatyse dan persamaan
momentum dalam peribadatén.

Pengakuan yang belum dikeluarkan Muhammadseaat ini memang
menimbulkan banyak pertanyaan dan asumsi negadifenla di tengah
konsolidasi berbagai pihak, pendirian terhadaid al-hilal serta penolakan
kecondongan terhadap rukyah membuka peluang bdradep terbentuknya
forum-forum debat mengkritisi tindakan yang dilakok oleh
Muhammadiyah. Integritas Muhammadiyah sebagai wdrdah umat Islam
mulai dipermasalahkan, dengan sikap alpha dalaakg&haan sidanigbat
tahunan.

Penyebab Muhammadiyah belum menerima keatgak mengenai

kalender yang bersatu adalah mengenai penerapayahrudti lapangan.

3 Ahmad IzzuddinFigih ..., op. cit.,him. 176.
32 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syfamirektorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islanmgphemeris ..., op. cithim. 385.
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menurut Syamsul Anwar, rukyah terapan yang dipeakan oleh para
observer sangatlah dilematis apabila menjadi pedodieulainya bulan

baru® karena penggunaan rukyah sebagai sarana dalatapanewal bulan
akan memunculkan perbedaan hasil laporan, mentbhaayarakat terlalu
lama menunggu hasil dari tim observer dan putusanpgmerintah. Dampak
terburuk rukyah yang difungsikan dapat memicu puesea berlangsung 28
har* sehingga dapat dikatakan kalender yang berdasaukamh (ataupun

sistem kalender yang cenderung pada hasil rukyalak toptimal untuk

menjadi sandaran dalam penanggéfan.

Pandangan rukyah disimpulkan sebagai peestli lapangan mengenai
kesulitan terhadap tampaknlaal. Selain itu logika terhadap rukyah sebagai
metode dalam penyatuan kalender dikhawatirkan n@mgaberbagai
problema, Muhammadiyah ingin mengatasi permasaldbesebut dengan
mengambil jalan tengah menggunakasizb untuk mempermudah. Penulis
beranggapan hal tersebut merupakan perwujudan a#isipasi dalam
menciptakan kriteria  maupun metode yang relevanilepas dari
ketidaksepahaman Muhammadiyah terhadap kriteria g yasekarang

digunakan.

3 syamsul Anwarlnterkoneksi Studi Hadis dan Astrongrfbgyakarta : Suara Muhammadiyah,
2011, Cet. Pertama, him. 195.

34 hal tersebut terjadi apabila antara 2 bulan (&wi#n Ramadan dan awal syawal menggunakan
istikmzal karena rukyah tidak dapat memberikan hasil mendela#)Syamsul Anwar, et. al.Hisab ...,
op. cit, him. 16.

% Syamsul Anwar,Hari Raya & Problematika Hisab — Rukyatyogyakarta : Suara
Muhammadiyah, 2008, Cet. Pertama, him. 65.
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Dikotomi wacana kalender ritual dan soSiperlu didiskusikan kembali,
wacana ini dipahami sebagai konsep kalender ritaelingsi ketika menuju
penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhfsuangkan untuk
kalender sosial tergambar pada ketentuan penamggalender hijriah yang
telah dikeluarkan baik dari pemerintah maupun orrnf@s yang telah
terlampir pada kalender yang dikeluarkan. Dualiskadender ini telah
ditemukan dalam proses perjalanan kalender higldtir-akhir ini, sementara
untuk diskursus menciptakan kesatuan waktu ibadiiituhkan sistem
kalender yang memberi kepastian.

Muhammadiyah memiliki posisi signifikan dalgperkembangatisab
rukyah di Indonesia. hal ini didasarkan pada upagéuk memacu lagi
pengkajian metode yang paling tepat pada upayakasifkalender hijriah.
Sebagaimana kita ketahui sikap yang dimunculkar ddeihammadiyah
masih belum bisa menerima metokisab hakiki kriteria imkan ar-rukyah
sebagai produk dalam perumusan kalender hijriahpusan tersebut

dipengaruhi karena masih ada kekurangan yang llggagimbangkan, yaitu

% Wacana yang mengedepankan model kalender yangidindengan alasan pergerakan bulan
yang berubah-ubah menyebabkan garis batasan takglgaider ini tidak tetap sehingga berbeda
dengan penanggalan masehi. Kalender sosial damdaleitual ini diharapkan mewadahi rukyah
sebagai metode dalam penetuan awal bulan yang ngedigemmis. Lihat Abd. Salam NawavRukyat
Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah Meredam Konfliadh Menetapkan HilalSurabaya :
Diantama, 2004, Cet. Pertama, him. 29 — 30.
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mencakup kepada konsistensi penggunaan metodefdmyaa metode untuk
dijadikan dasar dan kemungkinan untuk mengakonssdivua aspiras’.

Mengevaluasi akan konsistensi penggunaandaétisab kriteriamkan
ar-rukyah dalam standar takwim yang dikeluarkan oleh kemeamteagama
RI adalah sebuah maksud dari kebijakan pemerintaeéara eksplisit hanya
menetapkan penggunaan kriteria ini pada tiga b(Remadan, Syawal dan
Zulhijah)® Penyertaan rukyah dalam tiga bulan itu selamadianggap
sebagai inkonsistensi pada pembangunan kalenderg yaersatu,
menggunakan sisterhisab hakiki dengan kriteriaimkan ar-Rukyahtanpa
dilakukannya rukyah yang gencar dilaksanakan depada bulan yang
berkaitan dengan kepentingan ibadah.

Mengenai permasalahan keberpihakan dala€msasivuhammadiyah
dalam penyatuan awal bulan ini terindikasi darispour yang diamanatkan
oleh pemerintah, berkaitan sikap mengutamakan kegsingan yang harus
diakui. Muhammadiyah berdasar pada himpunan putlisajih dan Tajdid
tidak menafikan apabila terjadi contoh kasuigl terlihat akan tetapi hasil

hitungan bertentangan karena rukyah bersifatabar.*® Akan tetapi apabila

3" Hasil Wawancara dengan Prof. Susiknan Azhari gad&at, 31 Januari 2014 Pukul 09.00 Wib
via Telepon.

% Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan SgfarDirektorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat IslanEphemeris ..., op. cithlm. 386.

% Disebutkan oleh Thomas Djamaluddin kasus inkomsstpenggunaan kriteria tersebut terjadi
juga pada penggunaan batas kriteria yang tidak mgkmkan akan menolak segala pernyataan
sumpah, karena berseberangan pada empitid dapat dilihat. Lihat Thomas Djamaluddin,
Menggagas ..., op. cithjm. 50.

% Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiy&timpunan ..., op. cithim. 293.
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kasus yang terjadi merupakan kebalikannya pemérintanggenapkan hari
menjadi 30 hari, padahal dalam hasil hitungan tblatada diatas ufuk dan
masuk kepada kriteria batas minimum dapat terlifesiii al.**

Terkait ketidakhadiran Muhammadiyah dalandasg isbat tidak
dipungkiri merupakan kekecewaan atas penyelenggasimangisbat yang
tidak maksimal, interupsi dan tidak setuju dilaykang dengan absennya
Muhammadiyah pada sidangbat. Tiga hal yang telah disebutkan pada
paragraf sebelumnya dapat menjadi dasar pikiranakfuhadiyah atas sikap
masih belum bisa menerima metooekan ar-rukyah sebagai pemersatu
landasan. Konsistensi penggunaan metode, merup@kséor utama yang
tidak tepat guna secara merata untuk penentuan lavi@h pada kalender.
Kelemahan tersebut tergambar pada penggunaan mhbtsaleimkan ar-
rukyah dengan rukyah hanya pada tiga bulan yang palingarra(yaitu
Ramadan, Syawal dan Zulhij&h)sedangkan untuk bulan diluarnya itu tetap
menggunakan metod@sab dengan kriteria tingghilal minimal 2 derajat,
selisih jarak antara Matahari dengan Bulan adalalergjat serta umur dari
Bulan setelatijtima’ minimal 8 jam tanpa menggunakan rukyamlasalah
yang terjadi adalah timbulnya kemungkinan antata Bari dan keesokannya

yang bisa menjadi awal bulan.

*1 Thomas Djamaluddirvlenggagas ..., op. citym. 50.

2 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan SgfarDirektorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat IslanEphemeris ..., op. cithim. 386.

* Ibid., him. 386.
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Posisi rukyah dalam penyusunan kalendgialhi yang proporsional
berada pada verifikasi data dari pergerakan Bulanpun Matahart? Tidak
hanya menyangkut tiga bulan yang berkaitan terhap@pyelenggaraan
ibadah, akan tetapi karena kepentingan pondasimieai dan kepastian
pergerakan benda langit perlu diadakan observakelamjutan atas bulan-
bulan lain. Rukyah akan menemukan performa yanat tegtika keseluruhan
hasil hisab dari kalender bulan selalu menjadi pembandinglddran koreksi.
Kalender hijriah yang memiliki model seperti saati, imasih belum
sepenuhnya berfungsi untuk menyatukan berbagaipgla yang memang
sebelumnya telah memiliki landasan tersendiri dafmentuan awal bulan
hijriah.

Keterwakilan rukyah pada kriterimkan ar-rukyah berada pada kadar
minimal dapat terlihatnya bulan dari observer, kaimd merupakan hasil
empiris yang diputuskan bersama-sama dan dapattatiggung jawabkan.
Terlepas dari kemungkinan terlihatnidal yang berbeda-beda seharusnya
dapat diorganisir dan ditengahi pada pengkajiasdmea, memperkecil sudut
perbedaan yang mungkin dapat ditimbulkan.

Kekurangan selanjutnya yang perlu dibenafliard upaya unifikasi
kalender serta penyelenggaraan sidabgt adalah masih prematurnyesab

kriteriaimkan ar-rukyahsebagai metode dalam perumusan kalender. Susiknan

*  Susiknan AzhariHisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaaiedgah

PerbedaanYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. Pertama,16lL.
> Rupi’i, “Upaya ...,o0p. cit.,him. 88.
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Azhari sebagai salah satu perwakilan PP. Muhamrahdiyenyatakan untuk
menjadikan sebuah metode sebagai sistem dalam mskam kalender
hijriah, diperlukan pengkajian dan perumusan metgaley matang dengan
akomodasi waktu yang cukup laffaBertolak belakang dengan harapan
bahwa metodeimkan ar-rukyah dapat berlaku dan berkelanjutan untuk
puluhan tahun ke depan, karena mungkin masih algenkban yang tidak
bisa diprediksi dalam waktu singkat maupun keraputeam bangunan teori
yang memanfaatkan pergerakan alam sebagai penutgsagtamé’

Tiga faktor utama sebelumnya dapat mewdaitidasan berpikir dari
sikap Muhammadiyah selama ini. Untuk lebih mempagebagaimanakah
sikap yang diberikan Muhammadiyah sehingga tidgedekesalah-pahaman
maupun tudingan subjektif. Penyatuan kalender dfjrbelum mengalami
klimaks karena masih ada kekurangan yang perluatliagi secara integral
baik dari pemerintah yang diwakili oleh Kementeridtgama sebagai
pemegang otoritas maupun ormas yang ada di Indon@snerimaan secara
penuh metode yang ditawarkan dalam unifikasi kademai harus mencakup
keseluruhan aspirasi.

Alasan mendasar dari Muhammadiyah terhadap upayayapean
kalender hijriah tidak dapat dihindarkan dari harapuntuk terwujudnya

putusan penentuan awal bulan yang bersifat nétedlini sangat penting bagi

“® Hasil Wawancara dengan Prof. Susiknan Azhari gadaat, 31 Januari 2014 Pukul 09.00 Wib
via Telepon.
*Ibid.
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eksistensi upaya penyatuan kalender hijriah, memj@datu dan terintegrasi
pada satu kesatuan waktu. Implikasi yang munculhmmasmbutuhkan waktu
kompromi dari Muhammadiyah sendiri untuk merumushaiteria yang
matang dan tidak terkesan prematur. Persatuan al@opsesuatu yang
penting, akan tetapi perlu diperhatikan ketika dédpkan kepada kepentingan
masyarakat umum berkenaan permasalahan Ibadah des, sharus
mengimplementasikan hasil logika yang matang dgpatdaipertanggung
jawabkan.

Pernyataan langsung dari ketua umum Muhanyaiad mengenai
ketidak-sertaan dalam sidam¢pat merupakan langkah yang cukup berani,
bukan didasarkan pada egoisme golongan yang dipeyan akan tetapi
lebih jauh lagi merupakan upaya koreksi kepada pietaé agar lebih
intensif untuk mengevaluasi berbagai kekurangangysejatinya terkesan
menghambat terjadinya persatuan terhadap sisteanggalan.

Sikap belum menerima berindikasi pada bexbtaglingan yang mungkin
akan selalu menyudutkan Muhammadiyah. Inti tudingaersebut
berasumsikan bahwasanya Muhammadiyah sebagai sagannasyarakat
Islam di Indonesia tidak pernah mengharapkan pesatdengan egoisme
golongan tetap berhaluan pada pendirian awalnyandglenentuan awal
bulan. Selain itu tudingan lain timbul tentang naetdisab hakiki kriteria

wujizd al-hilal merupakan kriteria usang yang tidak sesuai laggde konteks
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syari'ah serta sains modeth. Pendapat lain mengatakan bahwasanya
Muhammadiyah telah menyalahi kontekadis rukyah yang selama ini
menjadi dasar dalam masalah awal bulan kalenderathij Pandangan
subjektif mengarahkan kepada konflik berkepanjandsak dari pemuka
maupun akademisi serta masyarakat yang mengalamesdtean dan
kebingungan.

Walaupun disudutkan secara tidak langsued plhak lain, akan tetapi
dengan kebesaran hati dan tidak terlepas dari passatuan kebangsaan
Muhammadiyah tetap mengupayakan akan berinteraqsada unsur-unsur
lain yang berkecimpung pada permasalatadb dan rukyah, mendialogkan
dan mengkaji lebih jauh lagi kriteria yang dapangekomodir metode lain,
dan tidak menutup kemungkinan untuk menyisihkardpiem terhadapisab
kriteriawuijizd al-hilal .*°

Sebenarnya untuk membangun iklim ilmu falglang kondusif
menyangkut sikap belum menerima tersebut tidak tdkip@ permasalahan
dan disalahkan. Ketidaksamaan yang ditimbulkan ol@hhammadiyah

merupakan langkah tindak lanjut untuk menggeraldeanua komponen yang

*8 Thomas DjamaluddirMlenggagas ..., op. cithlm. 62.

9 Kriteria yang digunakan Muhammadiyah mencakuphtetrjadiijtima’ sebelum Matahari
terbenam dan prirngan atas Bulan diatas ufuk digpmaecara akumulatif tidak dinafikan mungkin
akan mengalami kompromi dan perubahan, hal insd&i&an pada perkembangan ilmu dan kepastian
pergerakan benda langit seperti Matahari dan Bl{amsep yang digunakan oleh Muhammadiyah
saat ini juga merupakan implementasi secara korepsghdan interkonektif dari Surat Yasin ayat 39
— 40 yang menghubungkan konsep yang ada di ilnitu $i&rta astronomi. Oleh sebab itu inspirasi dari
munculnya pemaknaahmilal dapat di intisarikan dari surat tersebut. Lihagjdlis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat MuhammadiyahPedoman Hisab Muhammadiyah,Yogyakarta: Suara
Muhammadiyah, 2009, Cet. Kedua, him. 78-79.
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berada pada bidang ilmu falak untuk mencari solekih lanjut. Dilema

mengenai diterima ataupun tidak sebuah kriterizag@blandasan metode
adalah hak untuk menentukan pilihan. Selain ituajaan kita dapatkan
evaluasi-evaluasi yang diharapkan berjalan secarkelanjutan mengenai
diskusi terhadap perumusan formula yang tepatirtigangat penting karena
memang metode tersebut sangat membantu dalam mgurbaebuah sistem
kalender hijriah yang dapat dipergunakan untuk wajking tidak cukup

singkat.

Kita dituntut untuk bersikap lebih dewasagnmmpatkan persepsi
mengenai dilema kalender hijriah yang bersatu bugada pemahaman
subjektif kalender hijriah harus cepat terciptearaketapi lebih luas lagi kita
tempatkan tindakan Muhammadiyah sebagai ajakarkumé&ngadakan kajian
lebih lanjut terhadap formulasi yang optimal sesdangan kemaslahatan
orang banyak. Selain itu juga pemerintah juga haneseduksi berbagai
kecondongan terhadap golongan tertentu yang mungiituang pada
landasan legal yang tersirat dari fatwa MUI yangjaai pijakan pemerintah
untuk memproses terlaksananya sidabagt.

Beberapa koreksi mengenai sikap Muhammadigghadap wawasan
yang dewasa berada pada pentingnya evaluasi darg sakengingatkan,
mengarahkan bangsa kita pada bangsa yang dewadaw&saan masyarakat

kita terlihat dari gambaran bagaimanakah masyaradeidemisi maupun
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petingginya menanggapi sikap dari MuhammadRlakemakin tidak adanya
kekisruhan terhadap kealpaan Muhammadiyah maka t ddpgeatakan
bahwasanya bangsa kita telah dapat mengimplemigmasidup berdikari
dalam demokrasi, serta mewujudkan dialog-dialognkean dalam mencari
titik temu yang dapat diterima oleh masing-masinigak. Perbedaan itu
bukanlah merupakan sebuah masalah, mengajarkan akjga menjadi
masyarakat yang lebih bijak dan mengantarkan kepaal@pan untuk
mendapatkan satu kesepakatan yang Sama.
B. Telaah Penyatuan Kalender Hijriah Sudut Pandang PP. M uhammadiyah
Rekonstruksi atas pencarian sistem baku paé&an sebuah keniscayaan,
sebagai penguat alasan bagi masing-masing Orma® Ishtuk menerima
kriteria dalam kalender hijriah mereka dalam pedomaaktu ibadah.
Kalender hijriah yang bersatu adalah salah satuiamp/uhammadiyah
kedepan terhadap dinamika ilmu falak di Indoneden hal tersebut tidak
akan tercapai apabila tidak diselenggarakannya usiskntensif dan
berkelanjutan berkaitan dengan masalah materirigitéda tiga hal yang
perlu dipertimbangkan untuk mengawal upaya penyakedender hijriah,

diantaranya adalah :

0 Agus MustofaJangan Asal Ikut-ikutan Hisab & Ruky&uyrabaya : PADMA Press, 2013, him.
249.

1 Susiknan AzhariHisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaafedgah
PerbedaanYogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, Cet. Perthhma, 107 — 108.
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1. Kriteria yang Matang

Thomas Djamaluddin menyatakan kritéméan ar-rukyahini masih
terasa anefl dengan batasan minimum 2 derajat untuk timgjgi dan 8
jam untuk minimal umur Bulan, karena secara empiti@ yang sering
dijadikan patokan dalam penentuan awal bulan diklneang dari tinggi
4 derajat, bahkan untukilal yang mendekati Matahari harus memiliki
tinggi lebih dari 10 derajaf Akan tetapi kriteriaimkan ar-rukyah
tersebut merupakan pengorbanan maksimal agar degaadahi semua
pemikiran dan kepentingan, tanpa mengorbankan apaesisi sains.
Pertimbangan yang diambil antara rukyah yang dgitema oleh NU dan
hisab kriteria wujizd al-hilal dari Muhammadiyah harus masing-
masingnya tercakupi. Sehingga kompromi dankzn ar-rukyah ini
diturunkan kadarnya menjadi 2 derajat. Pertimbangateria ketinggian
hilal Indonesia didasarkan pada ketinggian minimBoan terhadap
perbedaan azimut antara Matahari dengan Bilan.

Sebagai kriteria yang akan dipergunakanndgarumusan kalender
yang terintegrasi secara nasional, setidaknyarigitgang dicanangkan

tidak menyalahi dari kaidah logika yang telah berkang dari penelitian

*2 Dikatakan aneh karena untuk ukuran kriteria mgsiing ditemui kasus rukyah yang berhasil.
Kasus yang sering terjadi di Indonesia ini mengatkian dalam penerapan metode rukyah sering
terjadinya pergolakan. Menurut Abd. Salam Nawawiuknmenanggapi permasalahan rukyah
seharusnya melibatkan pertimbangan kebenaran fataralpertimbangan kebenaran material. Lihat
Abd. Salam NawawiRukyat ..., op. cithim. 81.

%3 Susiknan AzhariHisab ..., op. cit.him. 153.

** Thomas Djamaluddirvlenggagas ..., op. citym. 103.
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dan kejadian empiris di medan ruky&tBatas minimum yang selama ini
menjadi patokan (ketinggian hilal dari ufuk bernitega derajat serta
dengan umur Bulan minimal delapan jam) merupak#aarka kompromis
yang berupaya membangun rukyah dab (terutama bersatunya NU
serta Muhammadiyah). Walaupun belum diterima sekalambagaan,
Muhammadiyah yang diwakili beberapa pakarnya jugangharapkan
terbangunnya konsentrasi dalam penyatuan perdepsitang O derajat
yang berlaku pada kriteriaujizd al-hilal menurut Susiknan Azhari dapat
dinaikkan dan mengganti teorema dalam penentuahbahzn.
Muhammadiyah menanggapi kriteria yang prsipoal untuk
pedoman penentuan kalender hijriah belum terardh gateria tertentu,
akan tetapi sesuai dengan sikap dan pernyataanrivuoadiyah dapat
diindikasikan mengacu pada kriteria visibilitagal yang dimunculkan
oleh LP2IF-RHI dengan hasil rukyah selang tahun722009 dengan
ketinggian 3.6° untuk selisih azimut 7.5°, dan kggian 9.38° untuk
0%°

ketinggian Aspek lain yang masuk dalam kajian kriteria yang

% Dari keputusan MABIMS yang menjadi referensi Kidehisab rukyah di Indonesia yang
menganggarkan ketinggidrilal minimal 7 derajat merupakan batas yang palingifitqgn dengan
mempertimbangkan kondisi realistis dalam mendafibdl untuk dilihat. Takaran ketinggiahil al
tersebut sangat rawan apabila dilakukan penurunian pada batas minimum, sehingga untuk
mengedepankan persatuan dalam satu kalender niakalthan persetujuan dalam sistem kalender.

%6 Mawardi, “ Pembaruan Kriteria Visibilitasfilal dan Peluangnya Terhadap Penyatuan Kalender
Hijriyah di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI)Makalah. Data tersebut didapatkan dari 37
lunasi hijriah (pengamatan awal bulan hijriah), geem hasil 107 visibilitas positif dan 67 visibikta
negatif atau 174 hasil data yang mengeluarkanresta6.5 data perlunasi. Data yang digunakan
adalah pembedaaatititude dan azimut. Data yang didapatkan untuk separagiutzberturut-turut
adalah 0.240 , 4.337 & 17.191 sedangkan umttitude didapatkan secara berturut adalah 10.030,
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matang ini juga memerlukan pertimbangan pada pedatasnmatla’
keberlakuan sistem kalender. Transfer hasil pertgan dan pengamatan
dari sistem kalender ini secara otomatis diberlakugecara garis batas
otoritas keberlakuan wilayah satu negara. Pengguriaberlakuan
hukum dalam satu wilayah negara dianggap optimalkumembangun
suatu kalender yang dinamis.
2. Kriteria yang Mencakup Aspettisab Rukyah

Pikiran pokok mengenai inti permasalahan|dwdan selanjutnya
adalah kecendrungan metode yang digunakan kepaila nsadel.
Kecendrungan ini dapat diketahui dari kriteria kdler hijriah yang
dibangun oleh pemerintah kepada metode ruRyaemicu terhambatnya
unifikasi kalender hijriah. Hal ini dibuktikan padé&ap pemerintah yang
menunggu hasil laporan rukyah di berbagai pos whsehilal yang
tersebar di kawasan nusant3tariteria yang bersifat solutif dan netral

merupakan suatu prihal yang rumit, karena akan uinkmmpromi-

5.792 & 14.204. dari data tersebut didapatkan pessa R2 = 1.00):20.099D Az?- 1.490DAz +
10.382. Model matematis ini merupakan hasil obseneerkelanjutan yang proporsional untuk
dipertimbangkan sebagai kriteria yang berlaku dohesia.

*" Pernyataan tersebut dipengaruhi juga dengan kandispun penempatan rukyah dalam metode
penentuan awal bulan. Kasus seperti ini bisa dibgken ketika kecendrungan kementerian agama
dikatakan berpihak kepada aliisab maupun metodenya. Hal ini ditampik oleh Syamsaydd,
Ketua Badan Hisab dan Rukyat Depag Rl (Kementekigaima sekarang) yang pada saat wawancara
dengan Susiknan Azhari menyatakan mereka telahpagaumencari kondisi yang signifikan dan
seimbang dengan apa yang seharusnya diputuskam t&kapi yang memang menjadi hambatan
adalah masih sulitnya untuk menemukan posisi yaisguptuk menghilangkan kecendrungan terhadap
satu metode sehingga metode lain secara persepsnggo yang menganutnya tidak merasa
ditiadakan. Lihat wawancara selengkapnya di Susil&ehari,Hisab .., op. cit.,him. 87.

%8 Agus MustofaJangan ..., op. cithim. 249.
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kompromi yang cukup lama untuk mendudukkan berbpgaiahamar®
Akan tetapi kesulitan dalam pencarian kriterianmrupakan tantangan
bagi pemerintah sebagai pemegang kewenangan, bukaa
mengakomodasikan dalam satu forum sidahgt saja, tapi lebih dari itu
harus dirutinkan untuk mengadakan kajian untuk stemengadakan
sosialisasi tentang pentingnya kalender Islam ymrgatu serta memiliki
landasan kriteria yang diterima.

Rukyah memiliki cakupan yang terbatas padsachya untuk
membangun unifikasi sistem kalender hijriah maldaki dibenarkan
untuk mengorbankan peluang untuk menyatukan mometkitepatan
waktu beberapa jenis ibadah, akan tetapi secasaatenleh Syamsul
Anwar lebih mengutamakan untuk mengorbankan primgkyah, dan
memberikan posisi kriteriamkan ar-rukyahbukan lagi pada pendapat
kriteria ini sebagai ramalan awal dari rukyah gidagarf’

3. Reposisi Fungsi Rukyah dalam Kalender

Sebenarnya untuk menciptakan kalender hijjriakyah dijadikan
sebagai komponen untuk mengintegrasikan pergerdialan dan
Matahari terhadap Bumi dengan hasil hitung yanguitkan padaisab.

Hal itu dapat dilakukan dengan perataan pengguneagnodeimkan ar-

%9 Sebenarnya untuk perbedaan waktu penentuan avaal juga sebelumnya dialami oleh NU.
Hal politis ini dipengaruhi metode yang digunakdehokementerian agama. Kecondongan tersebut
juga menimbulkan kekisruhan dalam urusan waktuabad

60 Syamsul Anwar, et. alHisab..., op. cit.him. 26.
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rukyah pada keseluruhan penentuan awal bulan dikalengliethh Posisi
sentral rukyah tidak dinafikan oleh Muhammadiyabagmi salah satu
instrumen keilmuan falak dan pendukung semakin ailmya
perhitungan. Akan tetapi perlu ditegaskan lagi kedamya kita berada
pada konteks pencarian solusi yang tidak hanyaglipakan hanya pada
saat ini saja, akan tetapi dibutuhkan untuk akormiodaaktu jangka
panjang sehingga diperlukan metode yang sudah dapanberi
kepastian.

Rukyah sebagai salah satu komponen keilnpaaila dasarnya telah
mengalami perkembangan diksi dan evolusi pada ppaenya,
ketetapan pada rukyah sebagai dasar pijakan daasnfuan awal bulan
bukanlah merupakan suatu hal yang salah, karenaangeRasulullah
telah menetapkannya pada beberapdis sebagai upaya menangkap
pesan dari Tuhatt. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya konteks
pembicaraan kita sekarang adalah lebih kepada peguban suatu
sistem kalender yang harus memiliki kepastian datetgpan pada
metodenya. Mustahil bagi kita untuk menerima sist@atender yang
pada beberapa bagiannya masih memerlukan kepadtain hasil

observasi lapangafRukyah al-hiél sebenarnya harus diposisikan dalam

®1 Susiknan AzhariKalender .., op. cit.,him. 118-119.
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bingkai hisab, apabila dikotomi dalam penggunaannyeyah akan

berakibat fatal baik dari segi akurasi maupun hgaff?

Sebagaimana dikatakan oleh Muh. Nashirudahwasanya sistem
kalender haruslah dikembalikan pada pendasaraab Bsbagai metode yang
mengikat sehingga perencanaan waktu kedepan dapanudkan dan
memberi kepastian. Selain itu dilanjutkan juga bademyamkan ar-rukyah
harusnya diberlakukan dengaretla’ yang sesuai dari kawasan negara yang
menggunakaf® Pernyataan tersebut telah mendukung adaiisa hakiki
dengan kriteriaimkan ar-rukyah yang masing-masingnya mewakili prinsip
dasar rukyah maupunsab.

Imkan ar-rukyahyang terformulasikan sebagai diupayakan menjddsso
ditengah dikotomi antara hisab dengan rukyah. Kaitgang dimunculkan ini
mengacu pada keputusan MABIMS dengan dasar keteriinggi hilal 3
derajat dan umur Bulan saat Matahari terbenam raihignjam® Untuk
kajian keilmuan yang berkaitan dengan ibadah, sshga pemerintah kita
dapat memformulasikan kriteria yang pada ketinggienara empirigilal
dapat dilihat, bukan menengahkan kriteria kompré&epentingan sehingga
terbangun sebuah landasan yang tidak ilmiah sepguan awalnya dari

akomodasi ilmu pengetahuan diterapkan.

62 Agus MustofaJangan ..., op. cithim. 233.

8 Muh. NashirudinKalender Hijriah Universal Kajian atas Sistem daroBpeknya di Indonesia,
Semarang : EL-WAFA, 2013, Cet. Pertama, him. 170.

% Susiknan Azharitisab ..., op. cithim. 157-158.
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Modernisasi hisab dan rukyah tidak menutup kemungkinan dari
penggunaan perangkat baik untuk perhitungan maopsarvasi. Kemajuan
teknologi mengantarkan kita kepada kemudahan untoémecahkan
permasalahan waktu ibadah secara singkat berped@ada pergerakan
benda langit. Akan tetapi perlu ditingkatkan kelmatiian terhadap
penggunaan alat tersebut, karena tidak terlepaskesalahan hasil maupun
data yang diberikan.

Kritik maupun koreksi terhadap kriterimkan ar-rukyah seharusnya
selalu dilayangkan, guna memberikan masukan tephiadtaria ini. Berupaya
merekonstruksi kriteria bukan lagi terpusat padamass harus mewadahi
kriteria wujizd al-hilal dari Muhammadiyaf® akan tetapi lebih kita fokuskan
kepada masa depan sebuah kriteria yang memberilgrastan pada
penentuan awal bulan dari kalender hijriah. Peawmat terbuka pada
wawancara dari Susiknan Azhari, bahwasanya Muharnyataglga memiliki
kemungkinan yang besar untuk berpindah dari katetijizd al-hilal, berbeda
dengan apa yang selama ini ditudingkan terhadapkketan dalam penentuan
awal bulan kamariah dalam kalender hijrf&h.

Nahdlatul Ulama, Persis dan beberapa ornasnya yang telah
menerima kriteriamkan ar-rukyahjuga harus diberikan ruang aspirasi yang

lebih untuk menganalisis bersama Muhammadiyah bsgs mengenai

% Agus MustofaJangan ..., op. cithim. 231.
% Hasil Wawancara dengan Prof. Susiknan Azhari gad#at, 31 Januari 2014 Pukul 09.00 Wib
via Telepon.
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kriteria yang sebenarnya patut untuk menjadi lamda$eran pemerintah
yang menjadi penengah dalam permasalahan ini ditgn sebagai
implementasi dari pancasila dalam pencapaian Kesegan yang dibangun
dalam sila keempat maupun kelima.

Kemunduran dari upaya penyatuan kalenderiahijtergambar dari
kriteria yang sulit untuk diberikan masukan maugauitik, kritik terhadap
kriteria secara terbuka dianggap sebuah tindakang yemengganggu,
menciptakan tindakan pembangkangan ditengah pearyatumasukan
diimplementasikan sebagai jangka waktu yang dikgtauntuk menghambat
kriteria yang disepakati. Beberapa anggapan tadupaéan bentuk ketidak
pahaman bangsa kita terhadap sikap diplomatis umteknbangun tiga
elemen yang dikatakan Agus Mustofa sebagai halinmenintuk dibangun,
diantaranya adalah Otoritas yang memiliki kewenandgan mengakomodir
keseluruhan pihak, pondasi sistem kriteria yanganmtserta kualitas umat
yang dewasa dalam berbagai dinanfikBlemen tersebut harusnya terbangun
secara paralel guna menyelaraskan harapan terbaeguah sistem kalender
yang mampu menyatukan waktu ibadah umat Islamddinasia.

Koreksi diatas bukan didasari pada nilaiigge golongan dari pihak
Muhammadiyah, akan tetapi beberapa aspirasi deerpiretasi atas sikap-
sikap Muhammadiyah memacu berbagai pihak lain datencapai suatu

pedoman yang terbaik. Dikatakan terbaik dalam ukwptimalnya secara

7 Agus MustofaJangan ..., op. cithim. 249 — 250.
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kaedah syari'ah serta sains, dengan tepatnya pet@mpnasing-masing
metode serta pemanfaatan, secara tegas telahutersistem penanggalan
atau kalender yang tidak lagi menimbulkan kerumdatam penetuan awal
bulan kamariah di Indonesia. Harapan yang dipupiek &#uhammadiyah
tidak juga berbeda dari ormas lain serta kalangasyarakat luar, dengan
adanya dinamika ini secara langsung masa transiind membangun
peradaban umat islam di Indonesia sangat diharagépat berjalan dengan

sistematis.



